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Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PENDAHULUAN (Dasar Hukum)

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

BAPPEDA
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RPJPD
2005-2025

Perda No. 1 Tahun 2008

RPJPD
2005-2025

Perda No. 1 Tahun 2008

VISI :
“Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional” 

( Motto :Damai dan Mantap)

RPJMD
Jangka Menengah 

(5 Tahun)

RPJMD
Jangka Menengah 

(5 Tahun)

RKPD
Jangka Tahunan

(Tahunan)

RKPD
Jangka Tahunan

(Tahunan)

Menata dan Membangun 

Kabupaten Kotawaringin 

Timur melalui Peningkatan 

Sarana dan Prasarana

2005-20102005-2010

Memantapkan Penataan 

Kabupaten Kotawaringin 

Timur

2011-20152011-2015
Memantapkan 

Pembangunan Kabupaten 
Kotawaringin secara 

menyeluruh

Menwujudkan masyarakat kab.
Kotawaringin Timur yang 

demokratis, adil, maju, aman, 
indah-lestari, mandiri, taqwa dan 
profesional, melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang

2016-20212016-2021

2022-20262022-2026

VISI RPJMD 2016-2021

Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing 

dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera

2016
2017

2018 2019
2020

2021
Masa 

transisi
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RPJMD
Renstra

PD

Renja

PD
RKPD

KUA PPA

Rancangan 

APBDRKA-PD

RPJPD

APBDDPA-PD

• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan 

diterjemahkan kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah 

jangka menengah yang dilaksanakan melalui 

Renstra PD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah 

ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra 

PD;

• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra 

memedomani program prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; 

• Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) 

kedalam kegiatan prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

• Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar 

pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD. 

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
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Sumber data: KDA (BPS, 2018, diolah)

Keterangan:

*) : Angka sementara

**) : Angka sangat sementara

Perekonomian:

Share Tiap Sektor Terhadap PDRB ADHK Tahun 2017

PDRB per Kapita Tahun 2012-2017

Tingkat Inflasi Tahun 2010-2018

BAPPEDA



Sumber: Kalteng Dalam Angka (BPS, 2018; diolah)

Daya Saing PDRB

Kabupaten Kotawaringin Timur:

BAPPEDA

Persentase Kontribusi PDRB ADHB Kab./Kota 

terhadap Total PDRB Prov. Kalteng Tahun 2017

Persentase Kontribusi PDRB ADHB Kab. Kotim

terhadap Total PDRB Prov. Kalteng



Sumber: KDA (BPS, 2018; diolah)

Kependudukan dan Ketenagakerjaan:

Jumlah Penduduk Tahun 2011-2017 Tingkat Kemiskinan Tahun 2012-2017

TPT Tahun 2011-2017 IPM Tahun 2012-2017

BAPPEDA



Sumber: KDA (BPS, 2018; diolah)
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Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Tingkat Kemiskinan

Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 27,49 27,96 27,94 27,26 27,39 27,70

Tingkat Kemiskinan 6,90 6,85 6,67 6,42 6,32 6,24

Garis Kemiskinan (Rp.) 281.887 300.929 312.363 325.234 353.640 381.776

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 0,55 0,71 0,58 0,61 0,80 0,76

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,07 0,12 0,11 0,10 0,18 0,17

Tingkat Kemiskinan:

Permasalahan Pembangunan Daerah:



Sumber: KDA (BPS, 2018; diolah)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2017 pengangguran didominasi oleh pengangguran

dengan tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan tinggi (Diploma/Sarjana). Kuat digaan bahwa pengangguran di

kategori tersebut adalah angkatan kerja dari kalangan ekomom menengah-atas yang cenderung menunggu pekerjaan

yang sesuai dibandingkan berwirausaha
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Klasifikasi Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Permasalahan Pembangunan Daerah:
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• IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya

• Tren positif pertumbuhan IPM dari tahun 2012 s.d. tahun 2017 menunjukkan bahwa akses masyarkat

terhadap hasil pembangunan semakin tinggi

Komponen Penyusun IPM
Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Angka Harapan Hidup (Tahun) 69,24 69,32 69,41 69,51 69,60 69,70

Harapan Lama Sekolah (Tahun) 10,89 11,82 12,04 12,05 12,21 12,59

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,48 7,59 7,69 7,70 7,88 7,89

Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Rp.) 10.170 10.343 10.430 10.525 10.922 11.249

Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

Permasalahan Pembangunan Daerah:



Permasalahan Pembangunan Daerah:

BAPPEDA

Belum kuatnya bargaining position usaha ekonomi rakyat (UKM &

IKM) dan sumberdaya wirausahawan terhadap modal maupun

akses pasar

Belum optimalnya aksesibilitas jalan darat antardesa, akses

jaringan listrik PLN, akses jaringan seluler, dan akses air bersih,

serta sanitasi layak

Peningkatan volume sampah yang sebanding dengan

pertumbuhan penduduk
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KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAPPEDA



Kerangka Ekonomi 

Kabupaten Kotawaringin Timur:

BAPPEDA
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PDRB ADHB Tahun 2017

(dalam milyar rupiah)
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Sumber: BPKAD (2018; unaudited)

URAIAN
2017 2018

Target Realisasi % Target Realisasi % 

PENDAPATAN 1.613.878,78 1.579.048,58 97,84 1.662.132,67 1.646.602,71 99,07 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 241.768,92 245.980,10 
101,74 

212.034,76 251.498,00 
118,61 

DANA PERIMBANGAN 1.149.656,84 1.101.878,06 
95,84 

1.128.582,16 1.133.632,01 
100,45 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH
222.453,02 231.190,42 

103,93 
321.515,75 261.472,70 

81,33 

BELANJA 1.751.422,71 1.512.911,46 86,38 1.876.990,95 1.650.196,62 87,92 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 863.790,83 774.876,36 
89,71 

855.227,76 790.919,07 
92,48 

BELANJA LANGSUNG 887.631,88 738.035,10 
83,15 

1.021.763,20 859.277,55 
84,10 

SURPLUS / DEFISIT (137.543,93) 66.137,13 
(48,08)

(214.858,28) (3.593,91) 1,67 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 321.122,90 319.813,12 
99,59 

374.580,24 374.580,24 
100,00 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 11.370,00 11.370,00 
100,00 

15.370,00 15.370,00 
100,00 

PEMBIAYAAN NETTO 309.752,90 308.443,12 99,58 359.210,24 359.210,24 100,00 

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN 

BERKENAAN
172.208,96 374.580,24 217,51 144.351,96 355.616,33 246,35 

BAPPEDA

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Tahun 2017-2018:Keterangan: Dalam juta rupiah



Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Sumber: BPKAD (2018; unaudited)

URAIAN (Target)

PENDAPATAN 1.850.333,57

PENDAPATAN ASLI DAERAH 242.407,57 

DANA PERIMBANGAN 1.284.355,27 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 

YANG SAH
323.570,74 

BELANJA 1.933.598,59

BELANJA TIDAK LANGSUNG 931.331,68 

BELANJA LANGSUNG 1.002.266.91 

SURPLUS / DEFISIT (83.265,01)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 96.635,01 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.370,00 

PEMBIAYAAN NETTO 83.265,01 

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN 

BERKENAAN
0

BAPPEDA

Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keterangan: Dalam juta rupiah
672.11

841.97

949.65

1,183.15

1,277.96

1,417.51

1,683.34

1,579.05

1,646.60

664.24

762.08

847.61

1,177.02

1,309.28

1,439.63

1,540.03

1,512.91

1,650.20

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BELANJA PENDAPATAN

APBD Kab. Kotim Tahun 2019:

Keterangan: Dalam milyar rupiah

Tren APBD Kab. Kotim Tahun 2010-2018:
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SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA



Persiapan
Ranc. Awal 

RKPD 2020

Ranc. RKPD 

2020

Musrenbang 

RKPD 2020

Ranc. Akhir 

RKPD 2020
RKPD 2020

• Pelaksanaan RPJMD Kab.

Kotawaringin Timur Tahun

2016-2021;

• Surat Keputusan Bupati

Kotawaringin Timur tgl ttg

Tim Penyusun RKPD

Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2020.

MISI
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang

cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.

2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat
melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan
ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan
daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang
berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien.

4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha
perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta
pariwisata dan budaya.

VISI

Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis,

Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana

Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera

PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Insfrastruktur;

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

3. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif ,
demokratis dan terpercaya

4. Ketahanan Pangan

5. Penguatan Pemerintahan Desa

6. Pemberdayaan Ekonomi

7. Pelestarian Lingkungan Hidup

8. Penangulangan bencana

9. Pelestarian Budaya dan Pariwisata

ALUR PENYUSUNAN RKPD 2020

Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) indeks 69,76

Rasio konektivitas jalan darat antar pusat kegiatan rasio 100,00

Inflasi persen 5 - 7

PDRB per Kapita juta rupiah 41,07

Tingkat Kemiskinan persen 5,32

Tingkat Pengangguran persen 2 - 4

Indeks Gini indeks ≤0,35

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) indeks 73,14

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) indeks B

Pertumbuhan Ekonomi persen 7,95

BAPPEDA



2016 2017 2018 2019 2020

MENUJU 

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT, MELALUI 

PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR, 

PENINGKATAN KUALITAS 

SDM, PEMANTAPAN 

PELAYANAN PUBLIK DAN 

PENGUATAN EKONOMI 

YANG BERWAWASAN 

LINGKUNGAN

MENUJU KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT MELALUI 

PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR, 

PENINGKATAN KUALITAS 
SUMBER DAYA MANUSIA, 
PEMANTAPAN PELAYAN 

PUBLIK DAN PENGUATAN 
EKONOMI YANG 
BERWAWASAN 
LINGKUNGAN

PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR UNTUK 

MENDORONG 

PENGEMBANGAN 

SEKTOR PARIWISATA, 

PERDAGANGAN DAN 

JASA MENUJU 

PENGUATAN EKONOMI 

MASYARAKAT.

PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR UNTUK 

MENDORONG 

PENGEMBANGAN 

SEKTOR STRATEGIS 

PARIWISATA, 

PERDAGANGAN DAN 

JASA MENUJU 

PENGUATAN EKONOMI 

MASYARAKAT YANG 

BERWAWASAN 

LINGKUNGAN

OPTIMALISASI 
IMPLEMENTASI  GOOD 
GEVERNANCE UNTUK 

MENDORONG 
PENGEMBANGAN SEKTOR 

STRATEGIS MELALUI 
PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR , 
PARIWISATA, 

PERDAGANGAN DAN 
JASA MENUJU 

PENGUATAN EKONOMI 
MASYARAKAT YANG 

BERWAWASAN 
LINGKUNGAN.

TEMA PEMBANGUNAN

BAPPEDA



9
PRIORITAS

PEMBANGUNAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN

TAHUN 2020

INFRASTRUKTUR

MENINGKATKAN 

KUALITAS HIDUP 

MAYARAKAT

TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN YANG 

BERSIH, EFEKTIF, 

DEMOKRATIS DAN 

TERPERCAYA

KETAHANAN

PANGAN

KETAHANAN

PANGAN

PENGUATAN 

PEMERINTAHAN DESA

PENGUATAN 

PEMERINTAHAN DESA
PEMBERDAYAAN 

EKONOMI

PEMBERDAYAAN 

EKONOMI

PELESTARIAN 

LINGKUNGAN HIDUP

PENANGGULANGAN 

BENCANA

PARIWISATA DAN 

PELESTARIAN BUDAYA
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAPPEDA



Kode Urusan/Bidang Urusan
Jumlah

Program

Program Rutin/Non Urusan 6

Urusan 230

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 78

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 75

3 Urusan Pilihan 52

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 25

Total Jumlah Program 236

Jumlah Program Kerja per Urusan

BAPPEDA
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KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

BAPPEDA



Indikator Kinerja Utama

BAPPEDA

No Indikator Kinerja Utama Satuan
Capaian Target

2017 2018 2019 2020

1 Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM)

indeks 70,17 69,34 69,56 69,76

2 Rasio konektivitas jalan darat 

antar pusat kegiatan

rasio 92,00 92,00 96,00 100,00

3 Inflasi persen 3,29 5 - 7 5 - 7 5 - 7

4 PDRB per Kapita juta 

rupiah

36,15 37,57 39,12 41,07

5 Tingkat Kemiskinan persen 6,24 5,91 5,51 5,32

6 Tingkat Pengangguran persen 4,92 2 - 4 2 - 4 2 - 4

7 Indeks Gini indeks 0,35 ≤0,35 ≤0,35 ≤0,35

8 Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

indeks NA 71,47 72,15 73,14

9 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) indeks NA C CC B

10 Pertumbuhan Ekonomi persen 7,99 7,82 7,88 7,95



Indikator Kinerja Daerah

BAPPEDA

No Indikator Kinerja Satuan
Capaian Target

2017 2018 2019 2020

I Aspek Kesejahteraan 

Masyarakat

1.1 Usia Harapan Hidup tahun 69,70 69,83 69,91 70,02

1.2 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 7,89 8,49 8,55 8,72

1.3 Harapan Lama Sekolah tahun 12,59 12,41 12,52 12,62

1.4 Indeks Pembangunan Gender 

(IPG)

indeks 87,73 87,28 87,62 87,93

1.5 Prevalensi kekerasan terhadap 

anak-anak

persen 0,01 0,01 0,01 0,01

II Aspek Pelayanan Umum

2.1 Persentase jalan dalam kondisi

baik

persen 48,88 48,90 49,00 50,00

2.2 Persentase jembatan dalam 

kondisi baik

persen 46,07 46,07 46,00 47,00

2.3 Konektifitas jalan darat dari desa 

ke Ibukota Kecamatan

persen 90,27 92,00 93,00 94,00

2.4 Jumlah kecelakaan lalu lintas jumlah 149,00 141,00 134,00 127,00



Lanjutan...

No Indikator Kinerja Satuan
Capaian Target

2017 2018 2019 2020

II Aspek Pelayanan Umum

2.5 Persentase masyarakat yang terlayani 

sanitasi dasar

persen 51,07 62,00 63,00 64,00

2.6 Persentase masyarakat yang terlayani 

air bersih

persen 76,62 83,00 89,00 95,00

2.7 Persentase tingkat pencermaran air persen NA 5,22 5,01 4,80

2.8 Persentase volume sampah yang 

terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA)

persen 60,50 58,00 57,00 56,00

2.9 Tingkat kualitas udara ambient titik 

pantau sesuai baku mutu (IPU)

persen 50,00 50,00 60,00 66,70

2.10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori Baik Baik Baik Baik

2.11 Persentase Perangkat Daerah dan Unit 

Kerja yang terlayani jaringan kabel dan 

nirkabel

persen 61,54 61,54 61,54 65,38

2.12 Persentase RTH kota dengan kondisi 

baik

persen 2,38 2,34 2,33 2,34

2.13 Luas kawasan kumuh yang ditetapkan 

dengan SK Bupati

ha 49,42 47,42 45,42 43,42

2.14 Penurunan titik api (Hot Spot) persen 100,00 100,00 100,00 100,00

2.15 Tingkat waktu tanggap (response time 

rate) daerah layanan Wilayah 

Manajemen Kebakaran (WMK)

persen 100,00 100,00 100,00 100,00



Lanjutan...

No Indikator Kinerja Satuan
Capaian Target

2017 2018 2019 2020

III Aspek Daya Saing Daerah

3.1 Persentase angkatan kerja 

terampil/terdidik dan jumlah 

angkatan kerja

persen 32,03 33,70 34,16 34,58

3.2 Pola Pangan Harapan (PPH) 

Ketersediaan

persen 87,30 93,50 95,99 97,65

3.3 Pola Pangan Harapan (PPH) 

Konsumsi

persen 85,90 90,20 91,60 93,00

3.4 Nilai Tukar Petani (NTP) indeks 79,51 78,75 79,24 79,72

3.5 Persentase pertumbuhan kredit 

usaha masyarakat (IKM dan 

UMKM)

persen 13,21 16,00 17,00 18,00

3.6 Partisipasi masyarakat dalam 

pencegahan bencana

persen 100,00 100,00 100,00 100,00

3.7 Kemandirian Fiskal Daerah persen 14,98 12,32 12,65 13,13

3.8 Partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan

persen 76,18 75,00 80,00 80,00

3.9 Capaian implemantasi Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (Aksi PPK)

kategori Memuaska

n

Memuaska

n

Memuaska

n

Memuaska

n

3.10 Nilai akuntabilitas kinerja nilai B B B BB



Lanjutan...

No Indikator Kinerja Satuan
Capaian Target

2017 2018 2019 2020

III Aspek Daya Saing Daerah

3.11 Opini BPK terhadap LKPD opini WTP WTP WTP WTP

3.12 Nilai LPPD nilai Baik Baik Baik Baik

3.13 Jumlah desa berdasarkan kategori 

IDM (Indeks Desa Membangun)

jumlah desaSangat

tertinggal: 

72

Tertinggal: 

83

Berkemban

g: 12

Maju: 1

Mandiri: 0

Sangat

tertinggal: 

55

Tertinggal: 

68

Berkemban

g: 37

Maju: 7

Mandiri: 1

Sangat 

tertinggal: 

51

Tertinggal: 

64

Berkemban

g: 41

Maju: 10

Mandiri: 2

Sangat 

tertinggal: 

47

Tertinggal: 

60

Berkemban

g: 45

Maju: 13

Mandiri: 3

3.14 Persentase pertumbuhan sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

persen 6,90 6,06 6,41 6,98

3.15 Persentase pertumbuhan sektor 

Industri Pengolahan

persen 11,19 8,80 9,12 9,40

3.16 Persentase pertumbuhan sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

persen 8,70 8,07 8,33 8,61

3.17 Rasio nilai investasi berskala nasional 

(PMDN/PMA) 

persen 68,96 23,78 23,78 24,97

3.18 Kontribusi sektor pariwisata dalam 

PDRB

persen 1,34 1,31 1,34 1,39
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